
 

 

IV. PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Kriteria iklan yang menyesatkan ditelevisi dan di tinjau dari perspektif 

hukum positif di Indonesia antara lain:  

1. Iklan yang mengelabui konsumen (misleading) mengenai kualitas, 

kuantitas, bahan,kegunaan, harga, tarif, jaminan dan garansi barang 

dan/atau jasa dimana pelaku usaha tidak bisa bertanggungjawab dan 

memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam iklan yang di 

tayangkan di televisi. Hal lain yaitu mendeskripsikan/memberikan 

informasi secara keliru, salah, maupun tidak tepat (deceptive) mengenai 

barang dan atau jasa. Selanjutnya memberikan gambaran secara tidak 

lengkap (ommision) mengenai informasi barang dan/atau jasa. Hal lain 

yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum oleh pelaku usaha adalah 

memberikan informasi yang berlebihan (puffery) mengenai kualitas, sifat, 

kegunaan, kemampuan barang dan atau jasa dan membuat perbandingan 

barang dan/atau jasa yang menyesatkan konsumen; 

2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan di televisi yang 

menyesatkan menurut perspektif hukum positif di Indonesia ada 2 macam 

yaitu (1) Perlindungan hukum konsumen yang bersifat preventif yang 

manadapat dilakukan dengan melalui legislasi/regulasi yakni dengan cara 

memberikan aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat 

menerima perlindungan hukum dan melalui pengawasan konsumen baik 
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dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat serta (2) Perlindungan hukum Konsumen 

yang bersifat represif, yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen 

akiba tadanya gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan. Dua cara 

yang dapat dilalui yakni melalui badan peradilan dengan mengajukan 

gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau melalui 

non peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). 

 

B. SARAN 

1. Mengingat perkembangan iklan merupakan media paling efektif dan 

populer dalam melakukan kegiatan promosi dan informasi dari produsen 

kepada konsumen. Maka sudah seharusnya pemerintah bukan hanya 

merancang dan mengesahkan Undang-Undangnya saja, namun dibutuhkan 

penyuluhan tentang pemahaman yangmampu membangun pengetahuan 

konsumen agar konsumen tidak mudah terjebak oleh iklan di televisi yang 

menyesatkan. Untuk pelaku usaha/produsen diperlukan penyuluhan dalam 

rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pelaku 

usaha/produsen dalam kegiatan beriklannya, agar materi iklan yang di 

tayangkan jujur, mendidik dan tidak menyesatkan konsumen. Kemudian di 

perlukan penerapan dari aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah 



 

 

agar terciptanya keamanan, kenyamanan dan keseimbangan antara 

produsen dengan konsumen;  

2. Perlindungan terhadap konsumen harus di tegakkan secara utuh, Untuk 

memberikan perlindung pemerintah harus mengawasi dan menindak tegas 

bagi pelanggar dari peraturan tersebut. Penerapan dan ketegasan 

pemerintah sangat diharapkan dalam rangka perlindungan konsumen, 

selain pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan dan 

badan pengawas dan penyelesaian konsumen (BPSK). 
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